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Pemberlakuan sistem outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia diatur 
dalam pasal 64 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian 
kerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dan untuk mengetahui hubungan 
hukum antara para pihak dalam perjanjian kerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya 
Sragen. Metode pendekatan yang digunakan dalan penelitian ini adalah pendekatan 
doktrinal atau normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti kaidah-kaidah hukum, 
asas hukum, aspek hukum, dalam perjanjian kerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya 
Sragen. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, karena untuk menggambarkan atau 
menjelaskan data seteliti mungkin tentang bentuk dan isi perjanjian kerja outsourcing 
pada PT. Makmur Jaya Sragen dan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian 
kerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
perjanjian kerja outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai perusahaan 
penyedia jasa outsourcing dengan RSUD Kota Surakarta sebagai perusahaan pengguna 
jasa outsourcing berbentuk perjanjian baku yang dibuat secara tertulis oleh pihak RSUD 
Kota Surakarta sebagai perusahaan pengguna jasa outsourcing, perjanjian kerja 
outsourcing antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai perusahaan penyedia jasa 
outsourcing dengan pekerja outourcing berbentuk perjanjian baku yang dibuat secara 
tertulis oleh PT. Makmur Jaya Sragen sebagai perusahaan penyedia jasa outsourcing, 
perjanjian kerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen telah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 1320 
KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. terdapat dua hubungan hukum antara 
para pihak yaitu adanya hubungan hukum antara pihak perusahaan pengguna jasa 
outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing dan hubungan hukum antara 
perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan pekerja outsourcing. 
 




The implementation of the outsourcing system in the labor system in Indonesia is 
regulated in articles 64 to 66 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This 
study aims to determine the form and content of the outsourcing work agreement at PT. 
Makmur Jaya Sragen and to find out the legal relationship between the parties in the 
outsourcing work agreement at PT. Makmur Jaya Sragen. The approach method used in 
this research is a doctrinal or normative approach, because in this research the legal 
principles, legal principles, legal aspects, in the outsourcing work agreement at PT. 
Makmur Jaya Sragen. This type of research is descriptive, because to describe or 
explain the data as accurately as possible about the form and content of the outsourcing 
work agreement at PT. Makmur Jaya Sragen and the legal relationship between the 
parties in the outsourcing work agreement at PT. Makmur Jaya Sragen. The results 
showed that the outsourcing work agreement between PT. Makmur Jaya Sragen as an 
outsourcing service provider company with the Surakarta City Hospital as an 
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outsourcing service user company in the form of a standard agreement made in writing 
by the Surakarta City Hospital as an outsourcing service user company, an outsourcing 
work agreement between PT. Makmur Jaya Sragen as an outsourcing service provider 
company with outourcing workers in the form of a standard agreement made in writing 
by PT. Makmur Jaya Sragen as an outsourcing service provider company, an 
outsourcing work agreement at PT. Makmur Jaya Sragen is in accordance with statutory 
regulations in this case in accordance with Article 1320 of the Civil Code regarding the 
validity of the agreement. There are two legal relationships between the parties, namely 
the existence of a legal relationship between the outsourcing service user company and 
the outsourcing service provider company and the legal relationship between the 
outsourcing service provider company and the outsourcing worker. 
 
Keywords: Legal responsibility, outsourcing, work agreements. 
 
1. PENDAHULUAN  
Seiring dengan perkembangan jaman, manusia dituntut untuk dapat memenuhi 
kebutuhan hidup yang semakin hari semakin kompleks. Berkaitan dengan adanya 
pandemi menyebabkan penurunan kondisi ekonomi di berbagai bidang kehidupan 
diantaranya sulitnya lapangan kerja dan maraknya pemutusan hubungan kerja. 
Perusahaan berusaha untuk dapat bertahan dengan melakukan berbagai cara diantaranya 
dengan pengurangan pekerja baik pekerja kontrak maupun pekerja tetap.  
      Dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, pekerja dibedakan dalam 
beberapa golongan diantaranya pekerja tetap dan pekerja kontrak. Pekerja kontrak 
dibagi lagi menjadi beberapa golongan diantaranya yaitu pekerja kontrak langsung dan 
pekerja kontrak outsourcing. Pekerja kontrak outsourcing atau yang biasa disebut 
pekerja Outsourcing merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan 
perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan penempatan kerja di area kerja 
perusahaan pengguna jasa outsourcing yang sebelumnya telah mengikatkan diri dengan 
hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan perusahaan 
pengguna jasa outsourcing. 
      Pemberlakuan sistem outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia 
diatur dalam pasal 64 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Sistem outsourcing menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu sistem dimana perusahaan dapat 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 
perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.  
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Pelaksanaan sistem outsourcing berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan pada ayat (7) bahwa hubungan kerja 
dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 
tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 yaitu 
diantaranya terdapat ketentuan dalam ayat (4) dimana perjanjian kerja waktu tertentu 
dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1(satu) 
kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, 
pekerja dengan sistem outsourcing tidak berhak atas jenjang karir, bahkan setelah 
perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, pekerja tidak berhak pula atas uang pesangon 
yang seharusnya menjadi hak setiap pekerja setelah bekerja selama minimal 3 bulan di 
sebuah perusahaan pemberi kerja.  
Kelemahan sistem outsourcing diantaranya adalah tidak adanya kesejahteraan 
pekerja dalam hal jenjang karier dan pesangon atau tunjangan pensiun dimana pekerja 
dipekerjakan dengan system kontrak per tahun dan dapat diberhentikan ataupun tidak 
perpanjang kontraknya sewaktu-waktu. 
Berkaitan dengan adanya UU Cipta Kerja pekerja menentang UU Ciptaker karena 
dinilai akan menghilangkan upah, yang kemudian akan berdampak pada hilangnya 
Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Upah berdasarkan jam kerja (Pasal 
88B) akan menurunkan dan bahkan dapat menghilangkan upah, karena orang yang 
bekerja di bawah 40 jam per minggu secara otomatis tidak akan memiliki upah 
minimum.  
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima 
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 
dilakukan (Pasal 30). Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan 
hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi [Pasal 
88 Ayat (3)]. Upah minimum dapat terdiri atas: a) upah minimum berdasarkan wilayah 
provinsi atau kabupaten/kota; b) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah 
provinsi atau kabupaten/kota. [Pasal 89 Ayat (1)].  
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Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak [Pasal 89 
Ayat (2)]. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan 
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota [Pasal 89 Ayat 
(3)]. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak 
sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri [Pasal 88 Ayat (4)]. Pengusaha dilarang 
membayar upah lebih rendah dari upah minimum (Pasal 90). Memang perlu dicermati 
bahwa dalam RUU Ciptaker, upah minimum dihitung dengan formula baru, yaitu 
UMt+1 = UMt + (UMt x %PEt) yang diatur dalam Pasal 88D Ayat (1).  
Upah minimum ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan pelaksanaan UU 
Ketenagakerjaan terkait pengupahan [Pasal 88D Ayat (2)]. Data yang digunakan untuk 
menghitung upah minimum bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik 
[Pasal 88 Ayat (3)]. Jika pekerja beranggapan bahwa RUU Ciptaker akan 
menghilangkan upah minimum (sistem upah per jam, orang yang bekerja kurang dari 40 
jam per minggu otomatis akan mendapatkan upah di bawah upah minimum), maka 
perlu dicermati bahwa pada ketentuan lama (UU Ketenagakerjaan), upah didasarkan 
pada upah minimum dengan mengacu pada pertumbuhan ekonomi tingkat nasional. 
Sedangkan dalam RUU Ciptaker, penghitungan upah minimum dilakukan dengan 
formula yang berbeda, yaitu dengan menghilangkan variabel inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah (provinsi masing-masing). 
Berkaitan dengan keadaan tersebut, pemberlakuan sistem outsourcing sebenarnya 
kurang dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin 
pesat. Namun masyarakat masa kini tidak dapat serta merta memilih pekerjaan lain 
dengan keterbatasan kompetensi yang dimiliki. Berdasarkan uraian tersebut untuk 
mengetahui lebih dalam mengenai sistem outsourcing, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mendalam mengenai “TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM 




Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara 
yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan 
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dalan penelitian ini adalah pendekatan doktrinal atau normatif, karena dalam penelitian 
ini yang diteliti kaidah-kaidah hukum, asas hukum, aspek hukum, dalam perjanjian 
kerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, 
karena untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang bentuk 
dan isi perjanjian kerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dan hubungan 
hukum antara para pihak dalam perjanjian kerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya 
Sragen. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan tentunya didukung 
dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Data sekunder yang penulis 
gunakan terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder, seperti bahan dari media internet, kamus-kamus dan 
sebagainya. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. 
Metode analisis menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Penulis 
menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi tentang perjanjian 
kerja outsourcing dan dipadukan dengan data perjanjian kerja di lapangan, dianalisis 
secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perjanjian kerja sistem outsourcing antara perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan 
perusahaan pengguna jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dibuat secara 
tertulis dalam bentuk Surat Perintah Kerja dalam paket pekerjaan pengadaan jasa 
Pengemudi RSUD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 Nomor : 
027.1/2247.DRV13/XII/2017 yang dibuat oleh perusahaan pengguna jasa outsourcing 
dalam bentuk perjanjian baku dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyedia 
jasa outsourcing dan pihak pengguna jasa outsourcing dalam bentuk akta perjanjian 
yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa outsourcing 
dan pihak pengguna jasa outsourcing. 
Perjanjian kerja sistem outsourcing antara perusahaan penyedia jasa outsourcing 
dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen memuat 
ketentuan mengenai subjek perjanjian, objek perjanjian, nilai perjanjian dan Syarat 
Umum Surat Perintah Kerja.  
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Perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan 
penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dibuat secara tertulis dalam 
bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh perusahaan penyedia jasa 
outsourcing dalam bentuk perjanjian baku dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu 
pihak penyedia jasa outsourcing dan pihak pekerja outsourcing dalam bentuk akta 
perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa 
outsourcing dan pihak pekerja outsourcing. 
Perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan 
penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen memuat ketentuan mengenai 
subjek perjanjian, objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan mengenai 
wanprestasi, ketentuan overmacht, ketentuan berakhirnya perjanjian serta ketentuan 
peralihan. 
Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 
KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut, Adanya 
kesepakatan, Kecakapan bertindak, Adanya objek perjanjian Adanya causa yang halal. 
Mengenai subjek perjanjian, subjek perjanjian terdiri dari para pihak yang terlibat 
dalam perjanjian diantaranya : 
Nama  : Winarti, S.T., M.T 
Alamat  : Masaran, RT 06 RW 02, Jati, Masaran, Sragen 
Jabatan : Direktur 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Makmur Jaya Sragen yang 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 
Nama   : Hardinus Rinto Budi N 
Tempat/tgl lahir : (tidak diisi)  
Alamat  : (tidak diisi) 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya 
disebut sebagai PIHAK KEDUA 
Mengenai objek perjanjian, objek perjanjian berupa pekerjaan sebagai karyawan 
kontrak PT. Makmur Jaya Sragen, masa kontrak 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 
dengan jabatan sebagai Tenaga Driver pada unit kerja RSUD Kota Surakarta. 
Berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, terdiri dari hak perusahaan 
penyedia jasa, hak pekerja outsourcing, Kewajiban perusahaan penyedia jasa dan 
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kewajiban pekerja outsourcing. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan 
kewajiban maka timbulah tanggung jawab hukum dalam bentuk wanprestasi, perbuatan 
melawan hukum maupun ganti kerugian. 
Ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh Perusahaan Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Pekerja Outsourcing 
dalam melaksanakan perjanjian.  
Perjanjian kerja outsourcing perspektif keislaman dijelaskan bahwa mekipun 
secara faktual jarang sekali terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, 
namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik 
keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan 
dalam memikul resiko. Dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang 
diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan 
prestasi yang mencolok. 
 Mengenai perjanjian kerja dalam islam tercermin pula pada ayat Al-Qur’an 
diantaranya terdapat dalam Qur’an Surat An-Nahl ayat 90 : 
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
menegakkan (kebenaran), karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebenciuanmu satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat 
tak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan 
bertaqwalah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
 
 Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa kita harus adil dalam hal apapun 
termasuk dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing yang telah disetujui 
dalam perjanjian kerja antara pihak-pihak yang telah sepakat melaksanakannya. Pihak 
pekerja melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana Perusahaan 
Penyedia Jasa Outsourcing dan Perusahaan Pengguna Jasa yang memiliki hak dan 
kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan. 
Hubungan hukum antara para pihak pada perjanjian kerja outsourcing pada PT. 
Makmur Jaya Sragen terdapat dua hubungan hukum antara para pihak yaitu adanya 
hubungan hukum antara pihak perusahaan pengguna jasa outsourcing dengan 
perusahaan penyedia jasa outsourcing dan hubungan hukum antara perusahaan penyedia 
jasa outsourcing dengan pekerja outsourcing.  
Hubungan antara pihak perusahaan penyedia jasa outsourcing dan pihak pekerja 
outsourcing saling berkaitan satu sama lain setelah adanya persetujuan antara 
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perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan pekerja outsourcing karena setelah 
melakukan perjanjian outsourcing mereka memiliki hubungan hukum yakni untuk 
memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dimana kewajiban pekerja 
outsourcing melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 
yang merupakan hak dari perusahaan penyedia jasa sedangkan kewajiban perusahaan 
penyedia jasa melaksanakan segala sesuatu yang merupakan hak pekerja outsourcing 
sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan didalam perjanjian. 
 Hubungan antara para pihak akan terus saling berkaitan selama belum 
berakhirnya suatu perjanjian ini sesuai dengan yang telah ditentukan didalam perjanjian 
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
  Pekerja Outsourcing pada umumnya merupakan pekerja PKWT dimana dalam 
UU Cipta Kerja terbaru di atur mengenai PKWT yaitu dalam Bab II Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu Bagian Kesatu Umum Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 
dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan bahwa Hubungan Kerja terjadi 
karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh., Perjanjian Kerja 
dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian Kerja 
dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. PKWTT dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Ketentuan mengenai PKWT diatur pula pada bagian Kedua Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 
Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan bahwa PKWT didasarkan atas: jangka 
waktu; atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT tidak dapat diadakan untuk 
pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT berdasarkan jangka waktu tersebut dibuat untuk 
pekerjaan tertentu yaitu : pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 
yang tidak terlalu lama; pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang 
berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih 





Perjanjian kerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen telah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 1320 
KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Hubungan hukum antara PT. Makmur 
Jaya Sragen sebagai perusahaan penyedia jasa dengan RSUD Kota Surakarta sebagai 
perusahaan pengguna jasa merupakan hubungan hukum dalam bentuk pelaksanaan 
pekerjaan pengelolaan tenaga kerja dengan wilayah kerja pada perusahaan pengguna 
jasa. Sedangkan hubungan hukum antara PT. Makmur Jaya Sragen sebagai perusahaan 
penyedia jasa dengan pekerja outsourcing merupakan hubungan hukum dalam bentuk 
pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja outsourcing kepada perusahaan penyedia jasa 
outsourcing dengan penempatan kerja pada wilayah kerja perusahaan pengguna jasa 
outsourcing. 
Bagi perusahaan pengguna jasa diharapkan dalam pelaksanaan system 
outsourcing dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak 
terdapat pihak yang dirugikan. Bagi perusahaan penyedia jasa diharapkan dapat 
menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dengan 
melaksanakan hak dan kewajiban masing–masing. Bagi pekerja outcourcing diharapkan 
dapat lebih memahami aturan hukum mengenai system outsourcing sehingga 
memahami hak dan kewajibannya sebagai pekerja outsourcing serta agar tidak mudah 
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